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BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

TAHUN 2017 NOMOR 48   
 
 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 48 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 
TAHUN 2015-2034 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  MAGELANG, 
 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat 
(4) Peraturan Pemerintah  Nomor 122 Tahun 2015 
tentang Sistem Penyediaan Air Minum perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 
Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2015-
2034; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3045); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725);  

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 
tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
345, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5802); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 
tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah 
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam 
Kerjasama Penyelenggaraan SPAM; 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 
tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air 
Minum; 

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 
tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten  Magelang 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 28); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2011 Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2014 Nomor 5); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK 
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 
MINUM TAHUN 2015-2034. 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Magelang. 

4. Air Baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya 
disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air 
permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi 
baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.  

5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses 
pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat 
kesehatan dan dapat langsung diminum. 

6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan 
kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. 

7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM 
adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air 
Minum. 

8. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya 
disebut RI SPAM adalah dokumen  perencanaan Air Minum 
jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan 
perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada 
satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat 
komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. 

9. RI SPAM Daerah adalah RI SPAM pada wilayah Kabupaten 
Magelang. 

10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait 
dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka 
memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang 
meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. 

11. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam 
melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan 
prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk 
penyediaan Air Minum kepada masyarakat. 
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12. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut 
penyelenggara adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha 

untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat. 
 

Pasal 2 
 

(1) RI SPAM Daerah merupakan dokumen induk Rencana 
Pengembangan SPAM yang disusun dengan memperhatikan 
kebijakan dan strategi pembangunan Daerah. 

(2) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit memuat:  
a. gambaran umum kabupaten/kota;  
b. kondisi SPAM eksisting kabupaten/kota;  
c. standar/kriteria perencanaan;  
d. proyeksi kebutuhan air;  
e. potensi Air Baku;  
f. rencana induk dan pra desain SPAM;  
g. analisis dan keuangan; dan  
h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.  

(3) RI SPAM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah 
Daerah, Penyelenggara SPAM, dan para ahli dalam perencanaan 
pengembangan SPAM di Daerah. 

 
Pasal 3 

 
(1) RI SPAM Daerah disusun dalam bentuk buku yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
BAB II :  KONDISI UMUM DAERAH  
BAB III :  KONDISI SPAM EKSISTING 

BAB IV :  STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN  
BAB V :  PROYEKSI KEBUTUHAN AIR 
BAB VI :  POTENSI AIR BAKU 
BAB VII  :  RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN 

SPAM 
BAB VIII :  RENCANA PENDANAAN/INVESTASI 
BAB IX  :  RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 
BAB X : PENUTUP 

 
Pasal 4 

 
(1) RI SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 

tahun. 
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(2) RI SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau 
setiap 5 (lima) tahun sekali. 

(3) Setelah dilakukan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), RI SPAM Daerah dapat diubah dengan memperhatikan 
perkembangan penataan ruang wilayah Daerah.  

(4) Peninjauan kembali dokumen RI SPAM Daerah dilakukan oleh 
kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan.  

(5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling 
sedikit terdiri atas unsur: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang perencanaan; 
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang keuangan; 
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Kesehatan; 
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 
f.   Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
dan Perusahaan Daerah Air Minum. 

(6) Pembentukan Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) ditetapkan Keputusan Bupati. 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Magelang. 
       
 

Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 29 Desember 2017     

  
BUPATI  MAGELANG, 

 
ttd 

 

ZAENAL ARIFIN 
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Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2017 Nomor 48 

pada tanggal 29 Desember 2017                  
  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
                       

ttd 
 

EKO TRIYONO 
 

  
 


